
89 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Buku-Buku 

 

Asshiddiqie, Jimly, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 

 

----------------------, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi 

Press, Jakarta. 

 

----------------------, 2008, Hukum Tata Negara Darurat, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 

Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-

Unsurnya, UI-PRESS, Jakarta. 

 

Busroh, Abu Daud, 2010, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta. 

 

Chaidir, Chaidir, 2007, Hukum Dan Teori Konstitusi, Kreasi Total Media, 

Yogyakarta.  

 

Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

 

Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah 

Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan 

Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan 

Administrasi Negara, PT Bina Ilmu Offset, Surabaya. 

 

Hoesein, Zainal Arifin, 2009, Judicial Review Di Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. 

 

Huda, Ni’matul, 2003, Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap 

Dinamika Perubahan UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta. 

 

----------------------, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali 

Pers, Jakarta. 

 

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
ARIE BELLA MAHENDRA, Aminoto, S.H.,M,H
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



90 

 

----------------------, dan Nazriyah, 2011, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang- 

Undangan, Nusa Media, Bandung. 

 

Indrati S., Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-undangan Jilid I, Kanisius, 

Yogyakarta. 

 

Istanto, Sugeng, 2008, Politik Hukum: Modul Bahan Kuliah, Program Pascasarjana 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

Kelsen, Hans, 2006, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, 

Terjemahan: Raisul Muttaqien, Nusamedia dan Nuansa, Bandung. 

 

Librayanto, Romy, 2008, Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, 

PUKAP, Makasar. 

 

Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara 

Indonesia, Alumni, Bandung. 

 

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. 

 

----------------------, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta. 

Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, 

Yogyakarta. 

 

---------------------, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 

Natabaya, H.A.S., 2008, Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan 

Indonesia: Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S. 

Natabaya, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi, Jakarta. 

 

Rifai, Ahmad, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum 

Progresif, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Soehino, 2005, Ilmu Negar, Liberty, Yogyakarta. 

 

----------------------, 2008, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-Undangan, 

Liberty, Yogyakarta. 

 

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu 

Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta. 

 

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
ARIE BELLA MAHENDRA, Aminoto, S.H.,M,H
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



91 

 

Sukardja, Ahmad, 2012, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam 

Perspektif Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Sumali, 2002, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti 

Undang-Undang (Perpu), UMM Perss, Malang. 

 

Sumardjono, Maria S.W., 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Bahan Kuliah di 

Magister Hukum UGM, Yogyakarta. 

 

Sunggono, Bambang, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 

 

Saleh, Imam Anshori, 2014, Kandasnya Perppu Dan Masa Depan MK, Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta. 

Syarifin, Pipin, dan Jubaedah, Dedah, 2012, Ilmu Perundang-Undangan, Pustaka 

Setia, Bandung. 

 

Thaib, Dahlan et al, 2005, Teori Dan Hukum Konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 

 

Wheare, K.C., 2015, Konstitusi-Konstitusi Modern, Nusa Media, Terjemahan: Imam 

Baehaqie, Bandung. 

 

Disertasi dan Skripsi 

 

Harahap, Zairin, “Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu”, 

Jurnal Yudisial, Volume 7 Nomor 3, Desember 2014. 

 

Maladi, Yanis, “Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius 

Curia Novit (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

005/PUU-IV/2006)”, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 2, Tahun 

2010. 

Nazriyah, Riri, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 17 

Juli 2010. 

Ni’matul Huda, “Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, 

Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010. 

 

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
ARIE BELLA MAHENDRA, Aminoto, S.H.,M,H
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



92 

 

Priaboeo, Teo Tidiyanto, 2012, Perluasan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam 

Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Skripsi, 

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

Wardaya, Manunggal K., “Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas 

Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009”, Jurnal Konstitusi, Volume 7 

Nomor 2, April 2010. 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Perubahanya. 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara 5234. 

 

Yurisprudensi 

Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor: 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-

XII/2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XII/2014. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 94/PUU-XI/2013. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-XI/2013. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XI/2013. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XI/2013. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 54/PUU-VIII/2010. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. 

 

 

Internet 

 

Asshiddiqie, Jimly, “Uji Materi Perppu Oleh MK Tidak Dilangkahi”, www.jimly.com, 

16 Novenber 2017 

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
ARIE BELLA MAHENDRA, Aminoto, S.H.,M,H
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://www.jimly.com/


93 

 

 

 

Asshidiqie, Jimly dan Safa’at, Ali, 2006, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”, 

Sekjen dan Kepaniteraan MKRI,  www.jimly.com, 16 Novenber 2017. 

 

Mahendra, Yusril Ihza, “Kalau Negara Ditangan Para Amatiran”, 

www.kompasiana.com, 20 November 2017 

Rastika, Icha, “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan 

Dengan Putusan MK”, www.nasional.kompas.com, 20 November 2017 

 

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
ARIE BELLA MAHENDRA, Aminoto, S.H.,M,H
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://www.jimly.com/
http://www.kompasiana.com/
http://www.nasional.kompas.com/

